
 
 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

KABUPATEN BADUNG 
 

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA 
Jalan Raya Sempidi Mengwi, Kabupaten Badung (80351) 

Telp. (0361) 9009333 Faks. (0361) 9009316 
Website. www.badungkab.go.id 

Nomor SOP ………………. 

Tgl Pembuatan 1 Oktober  2019 

Tgl Revisi ........................ 

Tgl Efektif ........................ 

Nama SOP SOP Usulan Hibah Jalan Lingkungan Bidang 
Kawasan Permukiman 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional 
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 

5. Peraturan Bupati Badung Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Badung. 

1. Memahami peraturan tentang pelaksanaan prosedur sesuai SOP 

2. Memiliki kemampuan analisis 

3. Memahami tata bahasa yang baik dan benar; 

4. Memiliki kemampuan komputer 

Keterikatan : Peralatan/Perlengkapan : 

 1. Komputer dan printer/scanner 

2. Alat tulis kantor 

3. Meja dan tempat duduk 

4. Telpon/faximile 

5. Jaringan internet 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

Segala bentuk penyimpangan atas hasil penetapan penerima bantuan menjadi tanggung 
jawab Kepala Desa/Lurah terkait. 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

http://www.badungkab.go.id/


Desa/Kelurahan Bupati Badung Set. DPKP KA. DIS DPKP KA. BID KP KA. SI PRNC. BAPPEDA & TAPD APBD Kelengkapan Waktu Output

1
Permohonan Bantuan Berupa Proposal/ surat dari Desa/ 

Kelurahan Kepada Bupati Badung, Cq DPKP

Surat Pengantar, Usulan 

Proposal Jalan 

Lingkungan Dari 

Masyarakat

3 Hari

Surat Pengantar, Usulan 

Proposal Jalan 

Lingkungan Dari 

Masyarakat

2
Bupati Badung menerima usulan Bantuan Peningkatan 

Jalan Lingkungan dari masyarakat Melalui desa/ Kelurahan.

Surat Pengantar, Usulan 

Proposal Jalan 

Lingkungan, Lembar 

Disposisi.

3 Hari

Surat Pengantar, Usulan 

Proposal Jalan 

Lingkungan, Lembar 

Disposisi.

3

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Badung menerima Tembusan Usulan Proposal 

dari Desa/Kelurahan, Disposisi/ Petunjuk Langsung dari 

Bupati Badung.

Surat Pengantar, Usulan 

Proposal Jalan 

Lingkungan, Lembar 

Disposisi.

3 Hari

Surat Pengantar, Usulan 

Proposal Jalan 

Lingkungan, Lembar 

Disposisi.

4

Kepala Dinas DPKP Memerintahkan Kepala Bidang 

Kawasan Permukiman Untuk Menindak Lanjuti Sesuai 

Petunjuk Disposisi.

Lembar Disposisi, 

Usulan Proposal Jalan 

Lingkungan, Surat 

Perintah

1 Hari

Lembar Disposisi, 

Usulan Proposal Jalan 

Lingkungan, Surat 

Perintah

5

Kepala Bidang Kawasan Permukiman Mempelajari, 

Selanjutnya Memerintahkan / Memberi Disposisi Kepada 

Kasi Perencanaan Beserta Tim Untuk Melakukan 

Verifikasi Lapangan (Sesuai Proposal Desa/ Kelurahan).

Lembar Disposisi, 

Usulan Proposal Jalan 

Lingkungan, Surat 

Perintah

3 Hari

Lembar Disposisi, 

Usulan Proposal Jalan 

Lingkungan, Surat 

Perintah

6

Kasi Perencanaan Bersama Tim Menindaklanjuti Disposisi 

Pimpinan Dengan Melakukan Verifikasi Lapangan (Sesuai 

Proposal Desa/ Kelurahan).

Lembar Disposisi, 

Usulan Proposal Jalan 

Lingkungan, Surat 

Perintah, Verifikasi 

Lapangan

7 Hari
Laporan Hasil Verifikasi 

Lapangan 

7

Hasil Verifikasi Dari Kasi Perencanaan Dan Tim 

Disampaikan Oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman 

Kepada Kadis DPKP.

Laporan Hasil Verifikasi 

Lapangan 
3 Hari

 Usulan Hasil Verifikasi 

Dinas DPKP Kepada 

Bupati

8

Kepala Dinas mealporkan hasil verifikasi lapangan kepada 

Bupati secara langsung atau melalui TPAD dan BAPEDDA 

setelah pencatatan di SET DIS.

   

Usulan Hasil Verifikasi 

Dinas DPKP Kepada 

Bupati

1 Hari Rekap Usulan

9
BAPPEDA dan TAPD Memproses dan Melaporkan 

Hasilnya ke Bupati Badung.

Tembusan Usulan Hasil 

Verifikasi Dinas DPKP 

Kepada TAPD dan 

BAPEDA

Rekap Usulan

10

Bupati Badung Memantau, Memberi Kebijakan dan 

Persetujuan Untuk Bisa Diproses Lebih Lanjut Oleh 

BAPPEDA dan TPAD

Usulan Hasil Verifikasi 

Dinas DPKP Kepada 

Bupati dan Tembusan 

Usulan Hasil Verifikasi 

Dinas DPKP Kepada 

TAPD dan BAPEDA

Lembar Disposisi Surat 

Perintah, Hasil Evaluasi 

RAPBD

11
BAPPEDA dan TAPD Menyampaikan Persetujuan Saat 

Rapat Pembahasan Dengan Dinas 

Lembar Disposisi Surat 

Perintah, Hasil 

Persetujuan

Lembar Disposisi Surat 

Perintah, Rekap Hasil 

Persetujuan
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12
Hasil Verifikasi yang Telah Disetujui dan Direkap di 

BAPEDA disampaikan Kepada DPKP

Lembar Disposisi Surat 

Perintah, Rekap Hasil 

Persetujuan

Lembar Disposisi Surat 

Perintah, Rekap Hasil 

Persetujuan

13

Kepala Dinas DPKP Memerintahkan Kepala Bidang 

Kawasan Permukiman Untuk Membuat Draft R.K.A dan 

Melakukan Koordinasi dengan Sub. Bagian Perencanaan di 

Sekretariat DPKP

Lembar Disposisi Surat 

Perintah, Rekap Hasil 

Persetujuan

Lembar Disposisi Surat 

Perintah, Rekap Hasil 

Persetujuan, RKA

14
Draft R.K.A yang telah selesai, Disampaikan Kepada 

Kepala Dinas DPKP Untuk Ditandatangani.

Lembar Disposisi Surat 

Perintah, Rekap Hasil 

Persetujuan, RKA

Lembar Disposisi Surat 

Perintah, RKA

15
Kepala Dinas DPKP Menandatangani dan Menyampaikan 

Kepada SET. DIS Unuk Disampaikan Kepada BAPPEDA

Lembar Disposisi Surat 

Perintah, RKA

Lembar Disposisi Surat 

Perintah, RKA

16 SET. DIS Menyampaikan R.K.A kepada BAPPEDA/ TAPD
Lembar Disposisi Surat 

Perintah, RKA

Lembar Disposisi Surat 

Perintah, RAPBD

17
BAPPEDA dan TAPD Memproses dan Melanjutkan 

Hingga Menjadi APBD

Lembar Disposisi Surat 

Perintah, RAPBD

Lembar Disposisi Surat 

Perintah, APBD

18

APBD Yang Telah Ditetapkan Dijadikan Acuan Oleh 

DPKP Dalam Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Jalan 

Lingkungan

Lembar Disposisi Surat 

Perintah, Hasil Evaluasi 

APBD

 APBD Kabupaten 

Badung

KETERANGAN : Garis Alur

  Garis Tembusan


